BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis mengenai perlindungan
hukum terhadap warga desa Cikahuripan akibat Wanprestasi perjanjian
dengan PT. Kewalram unit 1l berdasarkan Kitab Undang — Undang Hukum

Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan kekuatan mengikatnya perjanjian yang dibuat antara PT.
Kewalram unit 1l dengan warga desa Cikahuripan bahwa perjanjian
tersebut tidak berjalan dengan baik atau dengan kata lain perealisasian
kewajiban yang tidak menyeluruh dan dikatagorikan wanprestasi sehingga
warga desa Cikahuripan merasa dirugikan atas segala aktivitas yang
berdampak pada sekitar desa. padahal prestasi tersebut mengikat dan
harus dilakukan oleh PT. Kewalram unit Il sebagaimana dalam Pasal
1338 KUH Perdata.

2. Mengenai upaya warga desa Cikahuripan akibat dari perjanjian yang tidak
dilakukan prestasinya secara menyeluruh oleh PT. Kewalram unit II,
warga desa Cikahuripan dapat melakukan upaya hukum secara non
litigasi berupa mediasi antara warga desa Cikahuripan dengan PT.
Kewalram unit Il, jika mufakat mengenai tuntutan hak warga tidak
terpenuhi dan mediasi tersebut berakhir dengan jalan buntu maka dapat

dilakukan secara litigasi berupa gugatan perwakilan atau Class Action
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karena dalam hal ini yang dirugikan jumlahnya cukup banyak dan
mempunyai kesamaan fakta dan gugatannya.
B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, diperoleh saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak, sebelum menyepakati suatu perjanjian hendaknya
menyadari bahwa dirinya mampu untuk melakukan prestasi secara penuh,
sesuai yang akan diperjanjikan dan mempunyai itikad baik untuk
melakukan perjanjian agar dikemudian hari tidak akan timbul permasalah
yang akan merugikan para pihak.

2. Kepada para pihak yang merasa dirugikan terhadap hak-haknya agar
melakukan upaya hukum yang telah difasilitasi oleh undang-undang.

Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi terselesaikan.
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